
 

 

 

 
 

 
SALINAN 

NOMOR 14/2018 
 
 

PERATURAN WALIKOTA MALANG  

NOMOR     14    TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG  

NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG  

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA 

KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA MALANG, 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan 

Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Aparatur Sipil 

Negara yang diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 

4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Aparatur Sipil 

Negara, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

sehingga perlu dilakukan penyesuaian;   

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Malang Nomor 4 

Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Aparatur Sipil 

Negara; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan 

Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia     Tahun 2014 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015                    

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                            

Nomor 3354);  
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000                     

Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002                     

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4194); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
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Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia                  

Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Evaluasi Jabatan; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; 

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah                 

Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang                 

Tahun 2014 Nomor 12); 

19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI APARATUR 

SIPIL NEGARA. 
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Pasal I 

 
Ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Malang Nomor 4                      

Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Aparatur Sipil 

Negara (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 4) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang 

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pemberian 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada 

Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Malang 

Tahun 2018 Nomor 4) diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 5 

 
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, tidak 

diberikan kepada: 

a. Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara; 

b. Tenaga guru dan pengawas sekolah; 

c. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara dari 

PNS atau dinonaktifkan; 

d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau 

tidak dengan hormat; 

e. Pegawai ASN yang 

diperbantukan/dipekerjakan/dititipkan pada 

Badan/Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Kota 

Malang; 

f. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar; 

g. Pegawai ASN yang melaksanakan cuti di luar tanggungan 

negara dan atau dalam pelaksanaan usia bebas tugas 

untuk persiapan pensiun; 

h. Pegawai ASN dengan status titipan di lingkungan 

Pemerintah Kota Malang; atau 
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i. Pegawai ASN pindahan dari Luar Pemerintah Kota Malang 

di tahun anggaran berjalan. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah  Kota Malang. 

 

 
Ditetapkan di Malang 

pada tanggal   2      Mei       2018 
 

Pjs. WALIKOTA MALANG, 

 
                          ttd. 

WAHID WAHYUDI 

Diundangkan di Malang   
pada tanggal   2    Mei    2018                     

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, 
 

                           ttd.  
  

                       WASTO 
 
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 14 

 
 

 
 

 

 

 

 


